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1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan kernajuan teknolcgi inflormasi yang demikian pesat

telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai

bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk bentuk

perbuatan hukum traru, sebagairnana dikutip dari Konsideran Bagian

Menimbang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Eleklronik telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tairun 2016 (seianjuinya disiirgkat LrufTE).

Pada Penjelasan lfU ITE dijelaskan bahrva perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi

iatrpa batas ihtircierless) dan ntenyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan

budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi

saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi

bagi peningkatan kesejahte-raan, kenrajuan, dan peradaban manusia, sekaiigus

menladi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula

rrrerryeirabkan irubuirgarr dunia rnenjadi tanpa 'oatas (borderiess) dari

menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan

berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang

betmata dua karetra seiairr memberikarr kontrii;usi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana



efeklif perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan

derrgan hukum atau nornra-nonna.

Teknologi Informasi yang dimaksud menurut pasal 1 angka 3 uu ITE

adalah "suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan,

filefilproses, trt€ngumumkan, menganalisis, daruatau rnerryebarkan infirrmasi".

Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana transaksi elektronik

menurut Pasal I angka 2 LIU ITE adalah "perbuatan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan Kornpuier. jaringan Komputer, daruatau nredia

eleklronik lainnya". Adanya teknologi informasi tersebut jika digunakan

sebagai sarana bertransaksi, tidak perlu mempertemukan pihak-pihak yang

bertr arrsaksi, melai nkan cukup menggunakan j ar ingan internet.

Penggunaan teknologi informasi tersebut ada suatu batasan sebagai

larangan dan kepada yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi

pidatra, sebagai pelaku tindak pidana menui=ut ivloeljaino riiartikan sei-ragai

suatu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang

disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar

larangan terseirut".' Adanya sanksi menurut Roni Wiyairto rnerupakan

karakteristik dari hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan

atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.2

Larangan-larangan tersebut di antaranya sebagairnana ciiatur rnuiai dan

Pasal2T sampai dengan Pasal 35 Lru ITE. Pasal 30 ayat (1) UU ITE, yang

I Moeljatno, Ascrs-qsa.s Huhm Pit{ana,Rinekacipta, Jakarta. 2000, h. 54.

2 Roni Wiyanto. lsa.r-as'as Huhtm i'idanq hrclonesia, Mandar Maju, Bandu ng,2012,h.2.



menentukan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melanggar

Lrukum metrgakses Coinputer <ianiatau System Elsklrorrica miiik Pihak iain

dengan bentuk apa pun". Ketentuan pasal 30 ayat (1) tru ITE melarang

seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakses tanpa hak

Cotnputer daruatau Sysieirr Eleklronica milik Pihak lain dengan trentuk apa

pun. Larangan tersebut disertai dengan suatu sanksi vang dimaksud adalah

melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) lru lTE, yang menentukan: "setiap

Orang yang Ererrerruhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun danlatau

dendapaling banyak Rp 600 000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Pihak yang

melakukan per-buatan tnengakses komputer atau System Elelftrorrica rnilik

Pihak lain dengan bentuk apa pun tanpa hak akan dikenakan sanksi pidana

penjara terlama 6 (enam) tahun danlatau denda paling banyak Rp

600.000.000,00 (enarn ratus juta rupiah)".

Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain

dengan cara apa pun yang dilakukan secara melawan hukum adalah dilarang.

Tindakan tnetrgakses komputer darirtau sistem eleklronik milik orang lain

dengan cara apa pun sering teqadi pada transportasi online adalah perusahan

transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubun g antarapengguna

dan pengemudi yang sangai ftlempemludair pemesarran, selain itu j-r"rga tarif

perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.

Taksi online sebagaimana yang dikelola oleh Grah, para pengemudi

taksi 'rvqib uniuk ineuraiul-ri Kode Etik Mii-ra Pengcrnudi ("Kode Etik"),
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bahwa Grah Indonesia, sangat mengutamakan kepentingan keamanan,

ket-ryatnanatt, sefta akan bertindak tegas atas segaia tirrdakan kekerasan

seksual, dalam penggunaan Layanan (sebagaimana didefinisikan di dalam

Perjanjian pada tautan https://wr.vw. Gra6.com/ id/ termsldriver/) oleh Mitra

Pengernudi i"Mitra"). Di dalam Kode Etik iviiti=a Pengemudi disebutkan

bahrva untuk mendukung praktik bisnis yang ber-etika dan

rnengedepankan Good Corporate Governance, Anda lvEib bertindak dan

berpe-riiaku dengan i;aik dalarr memberikair layanan kcpada peianggan darr

jujur dalam menggunakan Layanan, serta dilarang melakukan tindakan-

tindakan yang diatur di bawah ini meminjamkan maupun melakukan jual beli

akun fulitra (irub, Sankirrya Petnutusan Hubungan Kenritraan. Hai ini i;erarti

bahrrya jika pengemudi taksi online memintamkan akunya kepada orang lain,

maka sanksinya yaitu Pemutusan Hubungan Kemitraan.

Kasus taksi oiiiine ternyaia pengemudi'raksi sebut saja X melakukan

pencurian dengan kekerasan terhadap korban berinisial G berumur 27 tahun

sebagai pengguna jasa taksi online. Pelaku melakukan aksinya dengan modus

i:erpura-pura menjadi seorang driver taksi online. Saai korban di antar= ke

tujuan, pelaku justru merampas korban sambil mengancam akan dilukai

menggunakan benda tajam. Korban pulang dari latihan di LPPI12510 Kemang

Jakarta Seiatan, koriran lnernssalr taksr <tnline derrgan tujuan iatiwama Bekasi

sesuai alamat tinggal korban. Pada saat di tengah perjalanan menuju rumah

korban, pelaku mengancam dan melukai wajah korban dengan menggunakan

pisau cutiet (pada wajah kor=iran terdapai iuka berbeniuk Z) seiringga kur=iran



menyerahkan semua barang-barang milik korban yang berupa jam tangan, F{P

datr uirtrg kor-ban yang ada di ATM Setelair i-rerhasii ineratrlpas korban, pelaku

membawa korban berputar-putar di sekitaran Jakarta. Setelah itu, korban

diturunkan di Rumah Sakit Islam, Pondok Kopi, Jakarta Timur. Korban

diancant akan dibunuh jika berteriak nrirrta toiong.sei:elurn peiaku

menurunkan korban di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur,

pelaku terlebih dahulu mengancam korban akan membunuh korban jika nanti

pada saat di rurnah sakit korban berieriak dan rnir-rta tulong. Karena di bawah

tekanan dan ketakutan korban mengikuti kemauan pelaku. Korban kemudian

melapor ke Polres Bekasi Kota dan ditindaklanluti oleh Polda Metro Jaya. Tim

Opsnal Urrit 2 Subdit Jaiaruas Polda ivictro Jaya meiakukan penyeiidikan dan

mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku. Pelaku ditangkap dan

ternyata pelaku menggunakan akun milik orang lain yang sebelumnya telah

dibeii, naillun pembelian tersebut tanpa sepengetahuan pihak Grub.

Pelaku melakukan tindak pidana yaitu "perbuatan yang dilarang oleh

suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana

tertentu bagi trarangsiapa rnelanggar larangan terselJut".-r Tirr,Jak pidana

merampas dilarang dan melanggar Pasal 368 ayat ( I ) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KIIHP), yang menentukan:

Barang siapa dengan maksuri uniuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau
ancalnan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya
atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya
membuat hutang lnaupun menghapuskan piutang, diancam karena
pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

3 Moeljatno. Asqs-qsas Hukunt Pitlana,Rinekacipta, Jakarta,2000, h. -i4



Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat

dijelaskan bahwa pengetrudi iaksi einlirie yan| rrenggunakan akun yang

timbul dari perkembangan sosial media nyatanya juga diikuti oleh

tren.fuke account, akunsamaranatau menggunakan akun milik orang lain.

Secara ul1lulll, petrgerlian fake account ini rnerujuk pada akun yang tir3ak

menggunakan data dan identitas asli si pemilik akun. Data-data yang di

gunakan meliputi nama, foto, alamat dan lain-lain. Fake akun tersebut sering

dijurnpai Twitfer, Facebook. instugram, iayanan Chat, rJan akun predia sosiai

lainnyaa. Akun yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya

atau disebut dengan menggunakan akun milik orang lain rnilik orang lain

dapat dikenakarr sanksi pidana urelanggar ketentuan Pasai 46 ayat (1) UU ITE

dan jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

penumpang selaku pengguna jasa untuk menyerahkan semua barang

miliknya. melanggar ketentuan Pasal 368 ayat ( l ) KUHP.

Seseorang atau pelaku melakukan satu perbuatan, namun

melanggar dua peraturan perundang-undangan dikenal dengan konkursus.

Kotrkursus "satu pelbuatan yang neliputi beber=apa jenis tindak pidana di

dalam doktrin tersebut samenloop atau di dalam bahasa Belanda disebut

samenloop vctn strtibare feiten atau konkursrs".' soesilo mengemukakan

'-gabungan atau ,ramcnloop penstrwa prciana meiukiskan satu orang

a https:/datenglive.com/tampil.../Mengapa-pakai-Akun-palsu

5Roni Wiyanto,0p. C.it.,h 2g3.



rnelakukan beberapa peristiu,,a pidana".r' selanjutnya Soesilo mengemukakan

"gabungan \samenioop) penstiwa pidana rtu ciibedakan atas 3 (tiga) macam:

I ) gabungan satu perbuatan (concursus idealis) Pasal 63 KUHP, 2) perbuatan

yang diteruskan, Pasal 64 KUHP, dan 3) gabungan beberapa (concursus

r=ealis), Pasal65".7

L.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakng Ci atas, maka y*ng dipermasalahkan

dalam skripsi ini adalah:

I ) Apakah pengemudi taksi online yang menggunakan akun milik orang lain

dapat diminta berlairggungjarvai;an dari segi irukum pidana ?

2) Bagairnana pertanggungjar.vaban pidana pidana pengelola dan pemilik

akun terhadap kejahatan yg dilakukan pengemudi taksi online yang

menggunakan akurr bukan miiiknya ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak Cicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk menganalisa tanggung jawab pidana pengemudi taksi online yang

menggunakan akun milik orang lain .

ir. Untuk ntenganalisa tanggung jawab pidana pengemudi unline penggurra

menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa seorang

6Soesilo. K(IHP Beserta Penjelasarnrya [,asa! Demi Pq.sal,Poeliteia, Bogor, 1997, h. 63.

'rbtt.
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dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

sesuatu.

1.4. Manfaat Penelitian

It'{anfaat dalarn penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis maupun

manfaat praktis (penerapan norma/aturan hukum dalam kehidupan

masyarakat).

a. Mant'aat teor-itis penuiisan ini daopat menaml;air peri;endaharaan i;agi

penulis terkait dengan materi pembahasan yaitu pertanggungjawaban

pengemudi taksi online yang menggunakan akun milik orang lain.

b. Manfaat pmktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-

pihak terkait dalam menvelesaikan permasalahan pertanggungjawaban

pidana pengemudi taksi online yang menggunakan akun milik orang lain.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Taksi Online

Taksi o*line, masing-masing terdiri dari taksi dan yang dioperasicnalkan

secara online. Taksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai mobil (biasanya sedan), Online adalah istilah saat kita sedang

terirubung dengarr internet atau dunia trlraya, baik itu terhuburrg dengan akun

media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau

gunakan lewat internet.

Taksi adalair mol,ril jenis sedarr, moi;ii didasarkarr atas Undair.'-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

8



(selanjutnya disingkat LrU LLJ), namun tidak memberikan definisi mengenai

tnollil, tnenyei;utnya sebagai kenriaraan menurut Pasal i angka 7 \yJ LLAJ

adalah "suafu sarana angkut di jalan yang terdiri atas KendaraanBermotor

dan Kendaraan Tidak Bermotor".

7.5.2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, menurut Didik Endro purworeksono (2016, hlm. 43)

merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "straJbaar ? eit" yang

daiarn bahasa inggris riari kaia "{.ritiiriai Aci" - O.ffent;e. Beberapa para ahli

hukum berpendapat mengenai arti dari Menurut Roni wiyanto (2012, hlm.

160) tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda

Strafhuar.{elr diterjcrnairkan ke dalanr irahasa Indorresia dengan i;erbagai arti

di antaranya yaitu, "Tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana,

maupun perbuatan yang dikenakan pertanggungjawaban pidana". Tindak

piclana metrurut Simorr dikutip dari Andi Ha*rzah (2008, irim. g7),

didelinisikan sebagai suatu perbuatan (handeling) yang dr'ancam dengan

pidana oleh undang-undang, bertentangan denganhukum(onrechtmatig),

dilakukan dengan kesalahan oleh seseomng yang iramp$ beftanggurrgjawab.

Tiadak pidana menurut Sianturi (1986, hlm. 204), bahwa "tindak

pidana berasal dari istilah bahasa Belanda "strffiaar .fbit", diterjemahkan

dalam itahasa Indonesia sebagai. Perbuatan yang tiapatu'boieh dihukurn,

Peristiwa pidana : Perbuatan pidana dan tindak pidana". Roni wiyanto (2012,

hlm. 160) mengemukakan bahwa "strofbaar .feit merupakan istilah bahasa

Belanda yang diierjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ber-bagai arti
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di antaranya, yaitu: tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana,

illaupuil perbuatan yang dikenakan pertanggungjarvabarr pidana". h,lenurut

Simon sebagaimana dikutip dari Andi Hamzah (2008, hlm. 97) didefinisikan

sebagai suatu perbuatan {handeling) yang diancam dengan pidana oleh

undang-undang, beftetrtatrgatr dengan hukum {oitrechintutig'i, rjilakukan

dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungfawab. Menurut

Moeljatno (1993, hlm. 54) mengartrkan "straJhaar .feit" sebagai "perbuatan

yang diiar=arry oleh suatu aturan hukum, lararrgan filai1a tiisertai ancarnan

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan

tersebut".

Berdasarkan Pasal i ayat (1) KUHP rrenentukan bahwa suatu

perbuatan tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali berdasarkan

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hamzah

t1997, hlnr. 39) menyebut dengan sebutan "Asas iegalitas yang tercantum di

dalam Pasal 1 ayat I KUFIP dirurnuskan di dalam bahasa Latin: "Nulltnt

delictum nulla poena sine praevia legi poenali", yang dapat disalin ke dalam

bahasa indonesia dengan: "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan

pidana yang mendahuluinya". Maksudnya suatu perbuatan dapat disebut

sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu

sebagai per-buatan piriana.

Perbuatan pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Moeljatno (1993, hlm. 1) diartikan sebagai berikut:

Hukurn pidarra adaiah bagian daripada keseluruhan hukum yang beriaku

di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:



1.1,

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

yang dilarang. dengan disertai ancaman atau sanksi yang bempa

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan

tersebut;

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yan g telah diancamkan;

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar

I arangan-larangan terseb ut.

Pengertian hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno

sebagairnana tersebut di a^ras dapat dijeiaskan bahwa hukurn pitiarra

merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana, karena

hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang

dilarang oieir suatu aturan hukum rrrelainkan diser=iai dengan ancamarl

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan,

pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Larangan tersebut ditujukan kepada perb-uatannya pidana, yaiiu suatu

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan

seseorang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang

tnelakukan per-buatan pidana yang biasanya disebut rlengan "barangsiapa"

yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, istilah "barangsiapa"

ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan

dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan kareira kelalaiamrya. Kesenga.iaan

merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat
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dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesen gajaan (dotus) dan

kelaiaian {culpu).

1.5.3. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidarra meiiibuat surat palsu atau memalsukan surat

merupakan tindak pidana yang dapat diancam hukuman sebagairnana yang

ditentukan dalam Pasa1263 ayat (1) KUHP, yang menentukan:

Barang siapa tnetni;uat surat palsu atau menralsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukli daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, kare*a pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KIIHP tersebut di atas menurut Adami

Chazaw'i (2015, hlm. 137) bahwa "perbuatannya pemalsuan surat, disebut

dengan membuat surat palsu dan memalsu surat, sehingga terdapat dua

perbuatan yaitu membuat surat palsu dan memalsu".

Keterrtuan Pasal 263 ayat (i) KUHP riiawali r3engan kata

"barangsiapa", dalam hukum pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana

sebagaimana Pasal 55 KUH Pidana., yang menentukan:

Peiaku tindak pidarra sebagaimana dimaksuri oieh Pasai 55 ayat (l)
KUHP, yang menentukan:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
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b.

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

rnelakukan perbuatan.

Menurut Soesilo (1992, hlm. 62) yaitu:

a. Orang yang melakukan (pleger), seorang yang sendirian telah

berbuat mewujudkan anasir (unsur) atau elemen dari peristiwa

pidana.

orang yang menyuruh melakukan {doen plegen), disyaratkan

sedikitnya ada dua orang yang menyurt*t {doen plegen) dan yang

disuruh (pleger);

orang yang turut melakukan {medepleger), dalam arti kata

bersama-sama melakukan perbuatan;

orang yang dengan pemberian, salah memakai kuasa, memakai

kekerasan dan lain sebagainya, dengan sengaja rnembujuk

melakukan perbuatan itu (u it I o ckker).

Pelaku tindak pidana menurut Pasal 55 KIIHP di atas oleh Sughandi

(1997. hlm. 68-70) dibedakan menjadi empat bagian, yaitu.

a. orang yang melakukanipleger),

b. orang yang menyuruh melakukan(doen pleger).

c. orang yang turut melakukan (mede pleger) dan

I I I : / ,l ,l \u. urail8 yailg ucllBafl IJerIlutrr tar \.uut()xKer l.

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan. Orang yang melakukan dalam hal ini adalah

seorang yang sendirian telah berbuat mewu_iudkan segala unsur dari

peristirva pidana.

b. Menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan

perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan

sebagai alat lmtrtel) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu
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sendiri, tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Dalam

doen plegen ini termasuk 2 pihak. yaitu :

1) Orang yang menyuruh rnelaknkan eloen pleger,

m i cld e I d e I ry ke dad e r, a ucr or int el I e c t ual i s, au cr o r mor al i s, manz,x

dornina, tangan kuat).

2) Pembuat langsung atau pembuat rnateriil (anrniddelykedader,

auctor

physicus, manus ministra, tangan yang mengabdi).

Pada orang yang disebut dalam nomor f . ialah yang menyuruh atau

rnenghendaki terladinya delik, terdapat unsur melakukan perbuatan

secara physik, ialah perbuatan pelaksanaan. Jadi yang pokok (yang

menjadi tanda ciri) dalam menyuruh melakukan ini ialah bahwa

alat (pembuat materiill tidak dapat dipertanggungjawabkan atau

perbuatannya atau tidak dikenakan pertanggungiarvaban pidana.

Jika pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan (dalam hukum

pidana) atas perbuatannya atau dikenakan pertanggungjawaban

pidana, maka hal tersebut tidak terdapat cloen plegen. Hal tersebut

yang membedakan menyuruh melakukan dari pada uftloakken

(penganjuran). Pada penganjuranjuga ada dua orang (pihak) ialah

penganjur (uitlokker) dan pernbuat materiil, akan tetapi di sini

pelaku dan alat (pembuat rnateriil) keduanya dapat

di pertanggungi awabkan atas perbuatannya.

c. Turut serta melakukan adalah orang vang dengan sengaja turut

berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut

mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan

orang lain atau orang-orang lain mewujudkan tindak pidana.

Dalam mewujudkan tindak pidana itu ada 3 kemungkinan.

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan

delik.Mereka ini masing-masing dapat juga disebut melakukan

delik.
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?. Salah seorang memenuhi rumusan deiildunsur-unsur dan ada orang

lain turut serta.

3. Tidak seorangpun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan

delik itu.

Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan dua syarat:

1) Adanya kerjasama secara sadar;

2 ) Adanya pelaksanaan bersama- sama phy s if fi asmaniah)

d. Orang yang dengan pemberian. Orang tersebut harus sengaja

membujuk orang lain, sedang rnembqiuknya harus rremakai salah satu

dari unsur-unsur seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan.

Penyertaan (deelneming) menurut Loebby Loqman (1995, hlm. 95)

terjadi apabila dalarn suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang.

Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang

tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Pelaku tindak pidana memaksa masuk ke dalam ruangan untuk

dinas umum, atau berada di situ, dapat dilakukan oleh orang

perseorangan atau iebih dari seotang, orailg-orang inilah yang dirnaksud

dengan "Barangsiapa". Membuat surat palsu menurut Adami Chazawi

{2015, hlm. 138) adalah "membuat sebuah sebuah surat (yang

sebeiumnya tidak ada sur=ai) yang isi seluruhnya atau pada bagian-l>agiarr

tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan

dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan

pemi:uat surat paisir ini disebut dengan "surat palsu" atau surat yang

tidak asli".
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Mengenai apa yang dimaksud dengan surat, dijelaskan sebagai

berikut ang diartikan dengan surat dalam bab ini ialair segaia surat baik

},ang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik

dan lain-lainnya".

Surat yang dipaisu menurut Soesiio i1992. hirn. 62) harus suatu

surat yang .

a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya . ljazah, karcis tanda masuk,

surat andil dan lain-lain)

b. Dapat menerbitkan suatu pe4aryian (rnisalnya : surat perjanjian

piutang, perjaryian jual beli, peja4jian sewa dan sebagainya)

c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat

semacam itu); atau

d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi

sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku

tabungan pos, buku kas. buku harian kapal. surat angkutan, obligasi dan

masih banyak lagi).

Perbuatan yang diancam hukuman disini menurut Sugandhi (1984,

hlm. 281) ialah "membuat surat palsu" atau "memasukan surat." Membuat

surat palsu sama dengan membuat yang "isinya bukan semestinya (tidak

benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat

iiu yang tidak benar". "fufsnlalsu surat" menurut Sugandhi (1984, hlnr. 28i)

sama dengan "mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain

dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli".

Adapun oaralrya l;eRnacain-macar-r1, tidak senantiasa perlu, bahrva

surat itu diganti dengan yang lain. Melainkan dapat pula dilakukan

dengan jalan rnengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
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Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, menurut Nico (2003, hlm.l05)

baik bertindak pasif ilraupur aktif dan dari keduarrya r:iapat menimbulkan

kerugian terhadap pihak yang menghadap, maka perbuatan tersebut dapat

dr.ladikan sebagai dasar tuntutan penggugat dalam gugatannya, bahwa Notaris

tnelawatr hukutn. Apabiia altr;a atau surat yang dipaisukan r'ersebut adalah akta

otentik, maka dikenakan sanksi sebagaimana pasal 264 ayat (1) KUHp, yang

menentukan-. '"Jika dilakukan Femalsuan surat diancam dengan pidana penjara

paling larna delapan tahun,terhadap akia-ak1a oterrtik".

1,5.4. Tindak Pitlana Penipuan

Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan rrraksud untuk meirgurrtungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
rnenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam
karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Uraian serta penjelasan dari unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai

berikut:

Unsur kesatu yaitu barang siapa. lstilair "barangsiapa" yaitu pelaku

perbuatan pidana sebagai subyek hukum.

Unsur kedua yaitu "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

olallg iaitr". blstrurut ivioch. Anwar uflsur dengan nraksud mengurrtungkan

diri sendiri atau orang lain diartikan bahwa maksud itu harus ditunjukkan

kepada yang menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus

mengetahui, bairwa keuntutrgan -vang menjadi tujuarrrrya itu harus bersifat

melawan hukum. Unsur melawan hukum berarti bertentangan dengan
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kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Menguntungkan diri

sendiri dengan nrelawan hukum i;erarti "'menguntungkan diri sendiri clengarr

tiada hak".8

Unsur ketiga yaitu "melalvan hukum" definisi melawan hukum adalah

rnelar.van irukurr secala forrnil dan secara materiii. ivlelawan ltukunr secara

formil merupakan ajaran hukum yang membatasi tindak pidana hanya pada

apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, Sedangkan melawan hukum

sscara rnateriii adaiah peiengkap ajarun mela-wan hukurn seuara foi-uril,

karena ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber

dari undang*undang melainkan juga dari hukum yang hidup dalam

masyarakat.

Unsur keernpat yaitu "dengan memakai nama palsu". Definisi nama

palsu itu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang

bukan ilama sendiri dari si peiaku atau se'ouah nama yang tak seoralrgpurl

yang mempergunakannya ataupun namanya sendiri akan tetapi yang tidak

diketahui oleh umum.e

Unsur kelirna yaitu "rangkaran kebohongan'. Menurut sranturi unsur

rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi dan

seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada

I lbitl..h. qz.

e Lamintang, 0p. tit.,h.230



19

ketrohongan. r{' Rangkaian kebohongan-kebohongan tersebut ditujukan untuk

menunjukkan tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

unsur keenam yaitu "tipu muslihat". Menurut Moch. Anwar tipu

muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa,

sehingga perbuatan-per-buatarr itu rnenirnbulkarr kepercayaan atau keyakinan

atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.rr Sugandhi mengartikan tipu

muslihat adalah "suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang

yarrg berpikitan notinai pun dapat mempercayairry'a akan kebenaran iral yang

ditipukannya".l2 Jadi suatu tipu muslihat tidak terdiri dari ucapan saja tetapi

dapat dibuktikan atas perbuatan atau tindakan si pelaku. Hal ini berarti bahr.va

jika tidak <iapat dibultikan atas peri-ruatan atau tindakan si pelaku, nraka tidak

dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal

378 KU}IP.

ro Sianturi, 0p. Cit ,h. 634.

il Moch. Anwar, Op. Cit,h.41

12 Sugandhi, KUHP dan Penfelasarnya,IJsahaNasional, Surabaya, 19g0, h. 397.
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1.6. Orisinalitas Penelitian

No I{ama/Ka
mPus

Judul Rumusan
Masalah

Hasil penelitian

1

)

3

Mohamma
d Fathan
Farzam/U
niversitas
Larnpung

Nuraini
Fillailil
Llniversita
S

Airlangga

Agnes
Sutarnio,
Yolanda
Gresia
Wijaya/U
niversitas
Adma
laya

I Analisis

I Krimonolo
i git
lrr-;^t"^r^-
I 

a\LJ 4rr4L41r

I Orderan
I

I Fiktif
I Terhadap
I Grah
I odin.

Tanggung
Jawab
Perusahaan
Transportas
i Online
Terhadap
Penumpang
Akibat
Adanya
Pral:tik
Peralihan
Akun
Driver

Penegakan
Hukum
Pidana
Oleh
Kepolisian
Daerah

Apakah faktor
penvebab

Kejahatan
ar.l^-^- E''1-+.ifvluvtalr l l1\rll

Terhadap Grab
Online?
Bagaimanakah
upaya
penanggulangan
Kejahatan
Orderan Fiktif
Terhadap Grah
Online?

Tanggungiawab
pidana
Perusahaan
Transporiasi
Online Terhadap
Penumpang
Akibat Adanya
Praktik Peralihan
Akun Driver

Berdasarkan

unsur-uosur

Pasal378 KUHP
maka tindakan
subjek hukum

Upaya penanggulangan tedadinya
kejahatan orderan fiktif khususnya
kejahatan penipuan lswat handphone
dengan menggunakan media internet
dalam media sosial yaitu terdiri dari
upaya penal dan non penal. Dimana
upaya penal terdiri dari pemberian
sanksi kepada pelaku dengan
memberikan hukuman penjara sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan
dalam UU ITE untuk memberikan
efek jera. Sedangkan upaya non penal
yaitu dengan memberikan
penyuluhan ataupun sosialisasi
kepada masyarakat luas mengenai
informasi dampak media elektronik
jika tidak digunakan dengan bijak,
etika menggunakan media sosial
dengan memberikan pengetahuan
hukum mengenai Undang-Undang
Informasi Transaksi dan Elektronik.

Sanksi bagi driver yang mengalihkan
akunnya dengan cara menjual
akunnya dan mengakibatkan kerugian
pada konsumen tidak terbatas pada
pemberhentian mitra saja. Sanksi
yang dapat diberikan pada pelaku
usaha yang tidak bertanggung jawab
dapat berupa sanksi perdata, pirtana
ataupun administrasi. Jika terjadi
kerugian atau cidera terhadap badan
dan kesehatan korban akibat adanya
praktik tersebut, driver wajib
memberikaa bantuan kepada korban
berupa biaya pengobatan dengan
tidak menggugurkan tuntutan perkara
pidana.

Fakor-faktor yang menjadi penyebab

pelaku melakukan kejahatan orderan

fiktif yaitu, faktor dari dalam diri
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Makasar Sulawesi
Selatan
Terkait
Orderan
Fiktif Pada
Transportas
i Online

pelaku Grab
dalam perbuatan

order fiktif
memenuhi

semua unsur

dalam pasal
+ -*^ ^L--+ttrr 5EUUt.

individu (intemal) jiwa serta pikiran
yang cenderung tidak stabil dan

faktor dari luar diri individu yaitu
faklor lingkungan, faktor kurangnya

kontrol sosial, faktor kepentingan

masyarakat, faktor ketidaktahuan

inasyarakat, serta faktor saran4

fasilitas dan kemajuan teknologi.

Penelitian terdahulu:

1) Pada penelitian pertama terkait dengan factor-faktor yang rnen-jadi penyebab

driver melakukan tindak pidana sebagai suatu tinjauan krirninologis dan

mengenai penyelesaian secara penal maupun non penal

2) Pada penelitian kedua mengenai tanggung jarvab pidana Perusahaan

Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan

Akun Driver terkait apakah perusahaan transportasi online atas pengalihan

akun driver yang merugikan konsumen sebagai korporasi

3) Pada penelitian ketiga terkait orderan fiktif pada transportasi online ditiniau

dari Pasal 378 KUHP tentang panipuan.

4) Penelitian yang saya lakukan terkait dengan tanggung jawab pidana pengerrudi

taksi online yang menggunakan akun milik orang lain atas kejahatan memaksa

seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menggunakan akun

milik orang lain rnelanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE dan

sekaligus melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP,

sehingga penelitian yang saya lakukan adalah asli atau orisinal.

I.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini merupakan penelitian

hukum normatif. Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif menurut

Pater fuiairmud Mazuki adaiah suatu proses urrtuk urenemukan aturan
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hukun, prinsip-prinsip hukum, guna menjarvab permasalahan hukum,

penelitian hukum notmatif dilakukan untuk menghasilkan argufiletliasi, teori

atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang

dihadapi.rs

1.1 .2. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan jenis penelitian normative maka tipe yang

dilakukan menggunakan pendekatan secara peraturan peraturanan (statute

approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan

peristir,va (case approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan

secara perariulan peraturanan (stutuie apprtiach) diiakukan dengan

mencermati semua peraturan-peraturan dan regulasi yang bertautan dengan

pembahasan. Pendekatan konseptual (conseptual approach) dilakukan

dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan drkrirr-doktrin yang

berkembang dalam hokum perlindungan konsumen yang dirugikan akibati

klan yang menyesatkan.la Selanjutnya pendekatan peristiwa dilakukan

dengan cara mencennati penstiwa-penstiwa terkait dengan isu yang sedang

dihadapi, dan telah rnenjadi vonis hakim yang mempunyai berkekuatan

hokum pasti.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

r3Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum,KencataPrenada Media Group, Jakarta- 2011,
hlm.l4l

t4lbid..hlm. 93-95
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Bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif dapat

diarnbii dar=i bahan kepustakaarl yar-rg ber=upa bairan hukum primer, lraharr

hokum sekunder, dan bahan hokum tersier, yang masing-masing dijelaskan

sebagai berikut:

i ) Bahan irukum primer rnenurut Peter Mairnrud Marzuki 'oerupa peraturan

peraturanan disamping peraturan peraturanan yang memiliki otoritas

adalah vonis hakinr pengadilan. Vonis hakim pengadilan merupakan

konkretisasi dari peraturan peraturanan. Vonis hakinr pengadilan iniiah

sebenarnya merupakan law in action.ts Bahan hukum primer berupa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor l1 Tahun

2008 Tentarrg lnfornrasi Dan Trarrsaksi Elsltronik ieiah diubah oieh

Undang-Undang Republik indonesia Nomor 19 Tahun 2016, dan

peraturan lain berkaitan dengan materi yang dibahas.

2) Bairan hukuln sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publisitas tentang hukum

yang bukan merupakan arsip-arsip resmi. Publisitas tentang hokum

meliputi iiteratur-iiteratur teks, buku-buku hukunr, nrakalah-rnakalait

hukum, dan komentar-komentar atas vonis hakim pengadilan.l6 Bahan

hukum sekunder eksistensinya untuk menjelaskan bahan hukurn primer.

3) Bahan hukurr tersier yang bersifat rnenjelaskan bahan hukum sekurujer',

bahan hukum tersier ini di antaranya Buku Besar Bahasa Indonesia.

's lbitl.

'u lbirl.
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Bahan hukum tersier tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan lebih

ianlut dari bahan hukum sekunde-r.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum

Pengumpulan semua bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini .v-.aitu penBulllpuian data dengan meinbaca pcraturan-peraturan, rnaupull

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan

bahan sekunder. Hasil dari pengumpulan bahan tersebut lalu dikelompokkan

seria diklasit-rkasikan sesuai dengan perrnasa|ahan yang akan diLrahas.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian ini

adaialr Irukurtt nonnatii, yarrg dirrraksud dengair rrretutie penclrtian ssuara

hukum normatif yaitu dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis

secara metode kualitatil yaitu dengan mengumpulkan bahan, memilah-

milah, kemudiatr rrengtautkan teo'ri yang bertautan dengan masalah tlan

menarik suatu kesimpulan untuk menentukan hasil.lT Dengan pembahasan

demikian akan diperoleh suatu jawaban atas masalah yang tepat atau

urendekati kebcruran.

1.8. Pertanggungiawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungia',r'aban sistematika dalam penul isan skripsi dapat dibagr

rnenjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

rTSoerjonoSoekanto, ]'}enelitian Hukum Norutatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo
Persada, Jakarta. 2009. hlm 12.
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BAB L Pendahuluan, yang merupakan pengantar dari secara

keseluruhan dari isi skripsi ini. Seiragai pengarrtar, rnaka pada Bab i diuraikarr

secara garis besar materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Sub bab

pada pendahuluan tersebut terdiri atas latar belakang masalah yang dipaparkan

untuk menuju isu itukurn yang terjadi dalarrr hal ini terkait dengan konsurrren

pemakai jasa taksi online, yang ternyata kurang mendapatkan perlindungan

hukum atas penggunaan akun milik orang lain, dari isu hukum tersebut

ditilrdakianjuti i=ulnur.san masalah, tujuan peneiitian dimaksud urrtuk

mengetahui dan memahami dalam penulisan skripsi, manfaat penelitian

dimaksudkan memberikan sumbangan pemikiran pihak-pihak terutama

konsumen atas kerugian yang timirul akibat adanya p€tarrpasan dan tindak

pidana lainnya terkait penggunaan jasa taksi onlina. Metode penelitian yang

memberikan arahan dalam penelitian secara normatif, serta diakhiri dengan

peftan ggungi arvaban sistematika.

BAB Ii. dengan judul bab tanggung jawab pidana pengemudi taksi

online yang menggunakan akun milik orang lain. Bab ini dibahas untuk

rrrenjawab perrnasalahatr apakah pengetrudi taksi tiniirte yang mengguilakan

akun milik orang lain dapat bertanggungjawab dari segi hukum pidana" Pada

bab II ini subnya terdiri atas pengertian tindak pidana, tindak pidana dalam

pasal 263 KUHP, tindak pidana Dalam Pasal 30 tiu ITE dan

pertanggungj awaban pidana.

BAB iII. dengan judul bab tanggung jawab pidana pengemudi online

perggutla menggutrakan akurr milik orailg lain atas kejairatan rnemaksa
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ssorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang

sesuatu. Bab itri dibahas untuk n:enjaw'ab permasalahan bagailrana tanggung

jawab pidana pengemudi online pengguna menggunakan akun milik orang

lain atas kejahatan memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan untuk mefitl;erikan l;arang sesuatu. Pada Bab ilI ini sub batrnya

terdiri atas kasus pengemudi online menggunakan akun milik orang lain,

tanggung jawab pidana tanggung jawab pidana pengemudi online pengguna

akun palsu atas kejaha'ran memaksa orang perseorarlgan

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda sesuatu.

BAB lv.Penutup, berisikan tentang kesimpulan berupa jawaban

atas nrasalah dan salan-saran penulis. sebagai alternatif urrtuk nrenyelesaikan

permasalahan yang terj adi.


